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Abstrak

Kebijakan biaya pendidikan di Indonesia merupakan instrumen strategis negara dalam menjamin akses dan
pemerataan pendidikan, khususnya melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia
Pintar (KIP). Meskipun kedua program ini dirancang untuk mengurangi beban biaya pendidikan dan
meningkatkan partisipasi sekolah, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai dinamika implementasi yang
kompleks dan kontekstual. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kebijakan biaya pendidikan di
Indonesia dengan menggunakan dua pendekatan paradigmatis, yaitu positivistik dan interpretivistik.
Pendekatan positivistik digunakan untuk mengkaji efektivitas kebijakan BOS dan KIP berdasarkan indikator
kuantitatif seperti tingkat partisipasi pendidikan, angka putus sekolah, dan ketercapaian sasaran penerima
bantuan. Sementara itu, pendekatan interpretivistik difokuskan pada pemahaman makna kebijakan dari
perspektif aktor pendidikan, meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua, melalui analisis
pengalaman, persepsi, serta praktik pengelolaan dana di tingkat satuan pendidikan. Metode penelitian yang
digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan yang diperkaya dengan temuan-temuan
empiris dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara positivistik, BOS
dan KIP berkontribusi signifikan dalam menekan biaya pendidikan dan meningkatkan akses layanan
pendidikan. Namun, dari sudut pandang interpretivistik, ditemukan adanya persoalan administratif,
ketimpangan pemahaman kebijakan, serta praktik implementasi yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan
dan kebutuhan riil peserta didik. Oleh karena itu, integrasi kedua pendekatan paradigmatis menjadi penting
untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan berkeadilan dalam perumusan dan evaluasi
kebijakan biaya pendidikan di Indonesia.

Kata kunci: kebijakan biaya pendidikan, BOS, KIP, positivistik, interpretivistik.
1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi
suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya diposisikan sebagai hak dasar warga negara,
tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, dan
meningkatkan daya saing nasional. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun
sebagai upaya menjamin bahwa setiap anak memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan hingga jenjang
menengah. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses, keberlanjutan, dan kualitas
pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah
dan mereka yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
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Salah satu hambatan struktural yang paling dominan dalam akses pendidikan adalah persoalan biaya. Biaya
pendidikan tidak hanya terbatas pada pungutan resmi sekolah, tetapi juga mencakup berbagai komponen lain
seperti seragam, buku pelajaran, transportasi, alat tulis, dan kebutuhan pendukung pembelajaran lainnya. Bagi
keluarga miskin dan rentan, akumulasi biaya ini menjadi faktor penentu apakah anak dapat melanjutkan sekolah
atau terpaksa berhenti. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa meskipun angka partisipasi
pendidikan dasar secara nasional mengalami peningkatan, terdapat kesenjangan yang signifikan antarprovinsi
dan antarwilayah. Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan keterbatasan infrastruktur pendidikan cenderung
memiliki angka putus sekolah yang lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan dan maju. Kondisi ini
menegaskan bahwa masalah pembiayaan pendidikan masih menjadi isu krusial dalam mewujudkan pemerataan
pendidikan.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, pemerintah Indonesia sejak tahun 2005 meluncurkan Program
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan operasional non-personalia
satuan pendidikan. Dana BOS diberikan langsung kepada sekolah agar dapat digunakan untuk mendukung
kegiatan pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana dasar, serta pengurangan beban biaya yang harus
ditanggung oleh orang tua peserta didik. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa sekolah
mampu memberikan layanan pendidikan yang layak tanpa bergantung sepenuhnya pada iuran masyarakat.
Selanjutnya, pemerintah juga memperkenalkan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai instrumen bantuan
langsung kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat tetap bersekolah hingga jenjang
menengah, bahkan perguruan tinggi. KIP dirancang untuk menutup kesenjangan biaya personal yang tidak dapat
dijangkau oleh BOS, schingga kedua program ini secara konseptual saling melengkapi.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa BOS dan KIP secara statistik berkontribusi terhadap
peningkatan angka partisipasi sekolah, penurunan angka putus sekolah, serta berkurangnya beban biaya
pendidikan bagi keluarga miskin. Sebagian besar studi tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
menekankan indikator-indikator makro seperti tingkat partisipasi, lama sekolah, dan capaian akademik. Namun,
temuan kuantitatif ini belum sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika implementasi kebijakan di tingkat
mikro. Sejumlah penelitian juga mengungkapkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan,
seperti keterlambatan penyaluran dana, distribusi bantuan yang tidak merata antarwilayah dan sekolah, serta
keterbatasan kapasitas manajerial dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS dan KIP. Persoalan-persoalan
ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran atau
cakupan penerima, tetapi juga oleh tata kelola dan konteks implementasi.

Selain itu, dimensi subjektif dan sosial dari kebijakan pembiayaan pendidikan masih relatif kurang mendapat
perhatian dalam penelitian. Persepsi guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua terhadap BOS dan KIP, termasuk
bagaimana mereka memaknai bantuan tersebut, bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi relasi sosial di
sekolah, serta bagaimana praktik adaptasi dan negosiasi terjadi di tingkat lokal, merupakan aspek penting yang
tidak dapat ditangkap melalui data statistik semata. Dalam banyak kasus, perbedaan pemahaman dan interpretasi
terhadap kebijakan justru menentukan sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar berdampak pada
keberlanjutan pendidikan peserta didik.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan di tingkat pusat dan realitas
implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis yang tidak hanya bertumpu pada
paradigma positivistik yang menekankan pengukuran objektif dan hubungan sebab-akibat, tetapi juga paradigma
interpretivistik yang berfokus pada makna, pengalaman, dan konstruksi sosial para aktor kebijakan. Integrasi
kedua paradigma ini menjadi penting untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai
efektivitas, kendala, dan dampak sosial kebijakan pembiayaan pendidikan, khususnya melalui program BOS dan
KIP di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan
yang lebih adil, kontekstual, dan berkelanjutan dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara.

2. Metode Penelitian

Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan multi-paradigmatis,
yaitu mengombinasikan paradigma positivistik dan interpretivistik dalam menganalisis kebijakan biaya
pendidikan di Indonesia, khususnya pada Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia
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Pintar (KIP). Pemilihan desain ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya mengukur capaian
kebijakan secara objektif dan terukur, tetapi juga memahami makna, persepsi, serta dinamika implementasi
kebijakan dari sudut pandang aktor pendidikan.

Pendekatan positivistik digunakan untuk menganalisis data kuantitatif sekunder yang bersumber dari dokumen
kebijakan, laporan resmi pemerintah, dan hasil penelitian empiris sebelumnya terkait BOS dan KIP. Sementara
itu, pendekatan interpretivistik digunakan untuk menafsirkan praktik kebijakan dan pengalaman aktor
pendidikan sebagaimana direpresentasikan dalam hasil-hasil penelitian kualitatif terdahulu, laporan evaluasi
program, serta dokumen kebijakan yang bersifat naratif.

Desain ini memungkinkan peneliti membangun pemahaman komprehensif terhadap kebijakan biaya pendidikan
dengan memadukan analisis struktural-makro dan interpretasi kontekstual-mikro, tanpa menggabungkannya
secara statistik, tetapi melalui integrasi tematik dan analitis.

Sumber dan Jenis Data Penelitian

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dan studi
kepustakaan sistematis. Jenis data yang digunakan meliputi dokumen regulasi, laporan resmi pemerintah,
publikasi statistik pendidikan, hasil penelitian terdahulu, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan
kebijakan BOS dan KIP.

Dokumen kebijakan yang dianalisis mencakup peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis BOS, pedoman
pelaksanaan KIP, serta laporan monitoring dan evaluasi program yang diterbitkan oleh kementerian terkait. Data
statistik pendidikan digunakan untuk mengidentifikasi pola umum implementasi kebijakan dan capaian indikator
pendidikan, seperti partisipasi sekolah dan keberlanjutan pendidikan peserta didik.

Artikel jurnal dan laporan penelitian dipilih sebagai sumber data interpretif untuk menggambarkan persepsi,
pengalaman, serta praktik pengelolaan BOS dan pemanfaatan KIP di tingkat satuan pendidikan dan rumah
tangga. Seluruh sumber data dibatasi pada publikasi lima tahun terakhir untuk menjaga relevansi dan kekinian
temuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah pustaka terstruktur. Proses ini diawali
dengan penelusuran dokumen kebijakan dan publikasi ilmiah menggunakan basis data jurnal nasional dan
internasional. Kata kunci yang digunakan disesuaikan dengan fokus penelitian, mencakup kebijakan biaya
pendidikan, BOS, KIP, pembiayaan pendidikan, dan evaluasi kebijakan pendidikan.

Dokumen yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria kesesuaian substansi, kredibilitas sumber,
serta keterkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Setiap dokumen yang lolos seleksi dicatat identitasnya,
termasuk tahun terbit, institusi penerbit, dan fokus kajian, untuk memudahkan proses analisis dan penelusuran
ulang.

Untuk menjaga konsistensi dan replikasi penelitian, proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan
terdokumentasi, mulai dari identifikasi sumber, pengunduhan dokumen, pengelompokan berdasarkan jenis dan
paradigma pendekatan, hingga penyiapan data dalam bentuk matriks analisis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif-tematik dengan mengacu pada tahapan analisis isi (content analysis).
Pada tahap awal, data dibaca secara menyeluruh untuk memahami konteks dan substansi kebijakan BOS dan
KIP. Tahap berikutnya adalah proses pengodean terbuka, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul
dalam dokumen dan hasil penelitian terdahulu.
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Tema-tema tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam dua kerangka analisis utama, yaitu kerangka positivistik
dan interpretivistik. Dalam kerangka positivistik, analisis difokuskan pada temuan yang bersifat faktual dan
terukur, seperti capaian program, indikator akses pendidikan, dan efektivitas kebijakan berdasarkan data
kuantitatif. Dalam kerangka interpretivistik, analisis diarahkan pada makna kebijakan, persepsi aktor pendidikan,
serta dinamika implementasi di lapangan.

Tahap akhir analisis adalah integrasi tematik, di mana hasil analisis dari kedua paradigma dibandingkan dan
dihubungkan untuk menemukan relasi, ketegangan, dan peluang sintesis. Proses ini menghasilkan generalisasi
analitis yang tidak bersifat statistik, tetapi konseptual dan kontekstual, sesuai dengan tujuan penelitian.

Keabsahan dan Kredibilitas Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui beberapa strategi. Pertama, dilakukan triangulasi sumber,
yaitu membandingkan informasi dari berbagai jenis dokumen dan publikasi untuk memastikan konsistensi
temuan. Kedua, digunakan audit trail, dengan mencatat secara sistematis proses pengumpulan dan analisis data
sehingga penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain.

Ketiga, peneliti menerapkan refleksivitas analitis, yaitu menyadari dan mengendalikan potensi bias penafsiran,
terutama dalam analisis interpretivistik. Setiap kesimpulan didasarkan pada pola temuan yang berulang dan
didukung oleh lebih dari satu sumber data. Jika ditemukan data yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten
atau meragukan, data tersebut tetap disajikan secara objektif dan dibahas sebagai bagian dari kompleksitas
kebijakan.

Prosedur Penelitian

Secara operasional, penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah
perumusan fokus penelitian dan penentuan paradigma analisis. Tahap kedua meliputi pengumpulan dan seleksi
dokumen kebijakan serta publikasi ilmiah. Tahap ketiga adalah analisis data secara tematik sesuai dengan
kerangka positivistik dan interpretivistik. Tahap keempat adalah integrasi hasil analisis dan penyusunan narasi
hasil dan diskusi penelitian.

Seluruh tahapan dilakukan secara sistematis dan berurutan untuk membangun alur penelitian yang logis dan
koheren. Prosedur ini dirancang agar dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan fokus kebijakan pendidikan yang
serupa, baik pada konteks nasional maupun regional.

Keterbatasan Metodologis

Meskipun penelitian ini dirancang secara sistematis, terdapat beberapa keterbatasan metodologis. Penggunaan
data sekunder menyebabkan hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan dokumen yang
tersedia. Selain itu, pendekatan interpretivistik dalam penelitian ini merepresentasikan perspektif aktor
pendidikan melalui sumber tertulis, bukan melalui wawancara langsung, sehingga kedalaman makna dibatasi
oleh narasi yang tersedia.

Namun demikian, keterbatasan ini diimbangi dengan luasnya cakupan sumber data dan integrasi paradigma
analisis, sehingga penelitian ini tetap mampu memberikan gambaran komprehensif tentang fenomena kebijakan
biaya pendidikan di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi
Implementasi Kebijakan BOS dan KIP dalam Konteks Biaya Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar
(KIP) merupakan dua instrumen utama kebijakan pemerintah dalam menekan biaya pendidikan langsung dan
tidak langsung di Indonesia. Secara umum, implementasi BOS diarahkan untuk mendukung pembiayaan
operasional satuan pendidikan, sementara KIP berfungsi sebagai bantuan langsung kepada peserta didik dari
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keluarga kurang mampu. Analisis dokumen kebijakan dan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kedua
program ini telah menjangkau sebagian besar satuan pendidikan dasar dan menengah, khususnya sekolah negeri.

Dari sudut pandang positivistik, data kuantitatif menunjukkan adanya peningkatan angka partisipasi sekolah
setelah implementasi BOS dan KIP, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Beberapa
laporan resmi mencatat penurunan angka putus sekolah di wilayah dengan distribusi bantuan yang relatif tepat
sasaran. Fakta ini mengindikasikan bahwa kebijakan biaya pendidikan melalui BOS dan KIP memiliki korelasi
positif terhadap akses pendidikan. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini tidak sepenuhnya merata, terutama
di daerah terpencil dan satuan pendidikan dengan kapasitas manajerial yang terbatas.

Pada tataran implementasi, penelitian ini menemukan bahwa dana BOS lebih banyak digunakan untuk
kebutuhan rutin sekolah seperti pembayaran honor tenaga pendidik non-ASN, pengadaan alat tulis, serta
pemeliharaan sarana prasarana. Sementara itu, dana KIP umumnya dimanfaatkan peserta didik untuk memenuhi
kebutuhan personal pendidikan, seperti seragam, buku, dan biaya transportasi. Fakta ini memperlihatkan bahwa
secara fungsional, BOS dan KIP saling melengkapi dalam mengurangi beban biaya pendidikan, meskipun belum
sepenuhnya menghilangkan praktik pungutan di beberapa sekolah.

Analisis Positivistik terhadap Efektivitas BOS dan KIP

Pendekatan positivistik dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji efektivitas kebijakan BOS dan KIP
berdasarkan indikator terukur. Data sekunder menunjukkan bahwa sekolah penerima BOS secara konsisten
mengalami peningkatan stabilitas operasional dibandingkan sebelum program diterapkan. Sekolah memiliki
fleksibilitas anggaran yang lebih baik dalam mendukung proses pembelajaran, meskipun masih dibatasi oleh
petunjuk teknis penggunaan dana.

Dalam konteks KIP, data statistik memperlihatkan peningkatan jumlah peserta didik dari keluarga kurang
mampu yang tetap bertahan di sekolah hingga menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Hal ini menunjukkan
bahwa KIP berfungsi sebagai instrumen protektif terhadap risiko putus sekolah akibat faktor ekonomi. Namun,
penelitian ini juga menemukan adanya ketidaksesuaian data penerima manfaat, di mana sebagian peserta didik
yang secara ekonomi layak menerima KIP justru belum terakomodasi, sementara peserta didik yang relatif
mampu masih tercatat sebagai penerima.

Hasil ini menunjukkan bahwa secara positivistik, kebijakan BOS dan KIP dapat dinilai efektif dalam skala
makro, tetapi masih menyisakan persoalan akurasi data, pengawasan, dan konsistensi implementasi di tingkat
mikro. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan biaya pendidikan tidak hanya ditentukan
oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh sistem distribusi dan mekanisme kontrol yang menyertainya.

Perspektif Interpretivistik dalam Memahami Praktik Kebijakan

Berbeda dengan pendekatan positivistik yang menekankan angka dan indikator kuantitatif, pendekatan
interpretivistik dalam penelitian ini mengungkap makna kebijakan BOS dan KIP dari perspektif aktor
pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepala sekolah dan guru memaknai BOS sebagai “penopang
keberlangsungan sekolah”, terutama di tengah keterbatasan sumber pendanaan alternatif. Namun demikian,
mereka juga memandang regulasi BOS sebagai kebijakan yang relatif kaku dan kurang adaptif terhadap
kebutuhan kontekstual sekolah.

Dalam praktiknya, interpretasi terhadap petunjuk teknis BOS sering kali berbeda antara satu sekolah dengan
sekolah lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh kapasitas manajerial kepala sekolah, pengalaman bendahara, serta
intensitas pendampingan dari dinas pendidikan. Perbedaan interpretasi ini berdampak pada variasi kualitas
pengelolaan dana BOS, meskipun berada dalam kerangka regulasi yang sama.

Sementara itu, peserta didik dan orang tua memaknai KIP sebagai bentuk kepedulian negara terhadap
keberlanjutan pendidikan anak. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa sebagian orang tua belum
sepenuhnya memahami tujuan dan mekanisme penggunaan dana KIP. Dalam beberapa kasus, dana KIP
digunakan untuk kebutuhan rumah tangga non-pendidikan, yang menunjukkan adanya pergeseran makna
kebijakan dari perspektif penerima manfaat.
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Pendekatan interpretivistik juga mengungkap adanya persepsi ketidakadilan dalam penentuan penerima bantuan.
Ketika kebijakan tidak dipahami secara transparan, maka legitimasi sosial terhadap program menjadi lemah.
Fakta ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan biaya pendidikan tidak hanya diukur dari pencapaian
indikator kuantitatif, tetapi juga dari tingkat penerimaan dan pemahaman sosial terhadap kebijakan tersebut.

Relasi antara Kebijakan Biaya Pendidikan dan Mutu Layanan Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan biaya pendidikan dan mutu layanan pendidikan
bersifat tidak langsung dan kontekstual. Dana BOS memungkinkan sekolah memenuhi standar minimal layanan
pendidikan, tetapi belum sepenuhnya mendorong peningkatan mutu secara substantif. Peningkatan mutu
pembelajaran masih sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan sekolah, kompetensi guru, dan budaya
organisasi.

Dari sudut pandang positivistik, belum ditemukan hubungan linier yang kuat antara peningkatan alokasi BOS
dengan peningkatan hasil belajar peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan merupakan prasyarat
penting, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu mutu pendidikan. Sementara itu, pendekatan interpretivistik
memperlihatkan bahwa sekolah dengan pengelolaan BOS yang partisipatif dan transparan cenderung memiliki
iklim pembelajaran yang lebih kondusif.

KIP juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap mutu pendidikan melalui peningkatan kehadiran dan
motivasi belajar peserta didik. Ketika kebutuhan dasar pendidikan terpenuhi, peserta didik memiliki peluang
yang lebih besar untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Namun demikian, tanpa dukungan kualitas
pembelajaran yang memadai, dampak KIP terhadap mutu akademik masih bersifat terbatas.

Diskusi Integratif: Kebutuhan Pendekatan Paradigmatis Ganda

Diskusi hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi pendekatan positivistik dan interpretivistik dalam
menganalisis kebijakan biaya pendidikan. Pendekatan positivistik memberikan gambaran capaian kebijakan
secara makro dan terukur, sementara pendekatan interpretivistik memungkinkan pemahaman mendalam terhadap
dinamika implementasi dan makna kebijakan di tingkat aktor.

Jika hanya mengandalkan pendekatan positivistik, maka kebijakan BOS dan KIP berpotensi dinilai berhasil
secara administratif, tetapi mengabaikan persoalan kontekstual dan sosial. Sebaliknya, jika hanya menggunakan
pendekatan interpretivistik, evaluasi kebijakan berisiko kehilangan basis objektivitas dan generalisasi. Oleh
karena itu, penggunaan kedua pendekatan secara komplementer menjadi kebutuhan metodologis dalam studi
kebijakan pendidikan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan biaya pendidikan perlu diarahkan tidak hanya pada
pemenuhan akses, tetapi juga pada penguatan tata kelola, transparansi, dan literasi kebijakan di kalangan
pemangku kepentingan. Dengan demikian, BOS dan KIP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan
finansial, tetapi juga sebagai sarana transformasi mutu layanan pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pembiayaan pendidikan melalui Program Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terbukti berperan signifikan dalam meningkatkan akses dan
capaian pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Secara empiris, analisis kuantitatif
menunjukkan adanya hubungan positif antara besarnya alokasi dana per siswa dengan tingkat partisipasi
pendidikan dan capaian akademik, yang tercermin dari meningkatnya kehadiran siswa dan nilai rata-rata ujian
nasional di sekolah-sekolah penerima bantuan. Dari sisi kualitatif, temuan penelitian memperlihatkan bahwa
BOS dan KIP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendanaan, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi
motivasi belajar siswa, stabilitas psikologis keluarga, serta praktik pengelolaan sekolah. Bantuan tersebut
memungkinkan sekolah memperbaiki layanan pembelajaran dan mendorong siswa dari keluarga kurang mampu
untuk tetap bertahan di sekolah. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan pendidikan memiliki dimensi sosial
dan institusional yang sama pentingnya dengan dimensi finansial. Penelitian ini juga menegaskan bahwa
keberhasilan implementasi BOS dan KIP tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh konteks lokal,
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kapasitas manajerial sekolah, serta fleksibilitas dan ketepatan penggunaan dana. Sekolah dengan tata kelola yang
lebih baik cenderung mampu mengonversi dana bantuan menjadi peningkatan mutu dan keberlanjutan
pendidikan secara lebih efektif dibandingkan sekolah dengan kapasitas pengelolaan yang terbatas. Secara
konseptual, integrasi paradigma positivistik dan interpretivistik dalam penelitian ini membuktikan bahwa
evaluasi kebijakan pendidikan yang hanya bertumpu pada indikator kuantitatif belum cukup untuk menangkap
kompleksitas realitas implementasi. Penggabungan data objektif dengan persepsi dan pengalaman para
pemangku kepentingan menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai efektivitas dan tantangan kebijakan
pembiayaan pendidikan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kebijakan BOS dan KIP perlu
diarahkan tidak hanya pada peningkatan alokasi anggaran, tetapi juga pada penguatan sistem monitoring,
pendampingan manajemen sekolah, dan penyesuaian kebijakan terhadap kebutuhan lokal. Dengan pendekatan
tersebut, kebijakan pembiayaan pendidikan diharapkan dapat berkontribusi secara lebih merata dan
berkelanjutan dalam mengurangi ketimpangan pendidikan di Indonesia.
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